ABSTRAK

Irsad Mamduh Mutagin (1143010052), Pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA
Kecamatan (Implikasinya terhadap Perkawinan yang dilakukan Masyarakat
Pebayuran Kabupaten Bekasi).

Dalam PMA No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP (Penerimaan
Negara Bukan Pajak) atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan
disebutkan bahwa biaya nikah di KUA Rp. 0 (nol rupiah), sedangkan di luar KUA
Rp. 600.000. Namun pada kenyataannya, jumlah perkawinan yang dilakukan di
luar KUA lebih banyak daripada jumlah perkawinan yang dilakukan di dalam
KUA, walaupun pemerintah memberi keringanan biaya nikah Rp. O apabila nikah
pada jam kerja dan hari kerja di dalam KUA.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan PMA No.
12 Tahun 2016 di Kecamatan Pebayuran. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung
dan penghambat dalam pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 di Kecamatan
Pebayuran. (3) Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan PMA No. 12 Tahun
2016 terhadap perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pebayuran.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap pelaksanaan
administrasi pencatatan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang telah
berlaku, agar tidak terjadi penyelewengan dan permasalahan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sumber data diperoleh dari data dan dokumen di KUA Pebayuran dan
hasil wawancara dengan pihak KUA.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PMA No. 12 Tahun
2016 diterapkan dengan baik oleh pihak KUA Pebayuran. Pelaksanaan peraturan
tersebut didukung oleh faktor sarana dan fasilitas KUA yang memadai, pegawai
KUA yang berkompeten dan Aparat Pemerintah yang aktif dan komunikatif.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah, kebiasaan masyarakat yang masih
memberi imbalan kepada penghulu, masyarakat masih-mengandalkan Amil dalam
pengurusan administasi perkawinan dan pemahaman masyarakat yang kurang
tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Jumlah perkawinan di luar KUA lebih
banyak dibandingkan dengan jumlah perkawinan di dalam KUA. Jika
dipersentasekan dari tiga tahun terakhir, perbandingannya adalah 94,6% untuk
perkawinan di luar KUA dan 5,4% untuk perkawinan di dalam KUA. Peraturan
tersebut disosialisasikan pada bulan Maret 2016. Kemudian pada bulan
September-nya, jumlah perkawinan di dalam KUA sebanyak 49 peristiwa
sedangakan perkawinan di luar KUA sebanyak 89 peristiwa. Hal tersebut
menjelaskan bahwa penerapan PMA No. 12 Tahun 2016 berpengaruh terhadap
perkawinan di KUA Pebayuran. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah perkawinan
semakin menurun. Namun kebanyakan masyarakat mengetahui tentang adanya
keringanan yang diberikan oleh pemerintah terkait biaya nikah. Pada setiap
tahunnya ada saja masyarakat yang melaksanakan perkawinan di dalam KUA atau
balai nikah. sehingga membuktikan bahwa masyarakat sudah mengenal tentang
regulasi atau peraturan perkawinan.



